BUPATI ACEH SIN GKIL

2B, oy

QANUN KABUPATEN ACER SINGKIL
NOMOR : 38 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA
DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANANU WATA'ALA
BUPATI ACEM SINGKIL,

Menimbang - 5 bahwa dalam rangka pelaksananann Undang-undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Dagrah dan Peraturan Pemerintah Nomar 84
tahim 2000 tentang an Orjanisasi Perangkat Dacruh, dalam upaya
untuk meningk Pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil di hidang
Perkotaan dan Permukiman secarm berdaya guna, berhasi] Luna, serasi,
seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakal, keindahan Koty dan  Permukiman, dipandang  perly

lakukan Pemek Dinas P ki dan Prasarany Wilayah
Kabupaten Acch Singkil;

- bahwa dafam rangka mewujudkan hal tersebur, maka perlu dibentuk
Susunan Organisasi dan Tam Kerja Perkotaan dan  Permukiman
Kabupaten Aceh Singhi:

¢ bahwa schubungan dengan hal terschut Pada huruf a dan b digtas, perly

o

ditetapkan dengan Clanun,
Mengingat . . Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Pravinsi Acch dan Perubah 1 Pemb Provinsi §

Utara (1 embaran Negara Tahun 1956 Nomar 58, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 1092);

2 Undang-undany Nomor |4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaien
Aceh Singkil (Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 3827y;

5 Undang-und‘ang Nomor 22 Tehun 1999 tenteng Pemerintaban Dagrah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 3§39),

4. Undang-undang Notmar 25 Tahur 1999 tentzng Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1959
Normor 72, Tambahan Letnbarn Negara Nomor 3848);




Undang-undang Nomor & Tahun 1974 tentang  Pokok-Fokok
Kepegawaian (Lembaran Nepara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tabun 1999 (Lembaran Negarn Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890),

Undang-undang MNomor 4 Tahun 1992 lentang Perumahan  dan
Permukiman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3469},

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 {entang Tata Ruang (Lembaran
Megara Tahun 1992 Nomor 115, Tambuhan Lembaran Negara Nemor
3501),

Undang-urdang Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peluksanaan Hak dan
Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara peran seria masyarskat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Momor 104, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3660},

Undang-undang Nomor 13 Tohun 1980 tentang Jalan { Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

. Peraturan Pemerintzh Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Nepara Tahun 1997 Nomaor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721 );

. Peraturan  Pemeriniah Momor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan

schapian urusan Pemenntahan di bidang Pekerjaan Umum  kepada
Daerah (Lembaran Negar Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Megara Nomaor 3353),

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Dacrah;

. Peraturan  Pemetintah Nomor 84 Tahun 2000 (eotang Pedoman

Organisasi Peranghkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165 );

. Keputusan Menteri Dalom Negeri Momor 84 Tabun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

. Keputusay Menter Dalum Negeri Nomor 97 Tahun 1997 tentang Polo

Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah,

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 50 Tahun 2000

tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN ACEI SINGKIL

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN ACEN SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH

SINGKIL.



BaB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

. Duerah adalah Kabupaten Acch Singkil;

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Acch Singkil;
c. Bupati adalzi Bupati Kabupaten Acch Singkil;

d Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyal
Dacrah Kabupaten Acch Singkil;

¢ Dinas Perkotaon dan Permukiman adalah Dinas Permukiman dan
Perkotaan Kabupaten Acch Singkil;

[ Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkotaan dan Penmukiman
Kabupater Acch Singkil,

BAB 1
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perkotaan dan Permukiman Kabupaten Aceh Singkil.

BADR IO
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasual 3

(1). Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah merupakan Unsur Pelaksona
Pemerintzh Kabupaten yang berkedudukan di Ibuketa Kabupaten.

(2). Dinas Perkotaan dan Pemukiman dipimpin oleh scorang Kepala yany
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Dacrah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Porkotaan  dan Permukiman mempunyai  ugas  menjalankan
kewenangan Otonomi Dasrah di bidang Perkotaan dan Permukiman.



Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam mcloksanakan tugss schupgaimans dimaksud pada Pasal 4, Dinas
Perkotaan dan Permukiman Kabupaten Aceh Singkil mem punyai fungsi :

o Merumuskan kebijaksanvan tekms di bidang Perkotaan dan Permukiman
Kabupaten Acch Singkil;

b, Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum,

¢. Pembinaan terhadap Unit Peluksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di
bidang Perkotaan dan Permukiman Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

d. Pengelolaan Urusun Ketataosahaun Dinas.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi scb:gulmum yang dimaksud dalam Pasal 5,
Dinas Perl dan P Kabug Aceh Singkil mempunyai
kewenangan sebapai berikut :

a. Penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal;
b. Pemberian ijin pengpunaan Ducrah Marka Jatan (DMJ);

c. Peng dan penvelenggaraan  pembang P han  dan
Permukiman;

d ngalmn dan pcnyc]cng,gnrnnn konservasi arsitektur bangunan dan
p ian berscjarah;

e, Pengelolaan fisik gedung dan rumah negara;

BAB 1V
SUSUNAN ORGANISASL

Pasal 7

(D). Swusunon Organisasi Dinas Perkotaan dan Permukiman Kabupaten
Acch Sinpkil terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan ;
1) Sub Bagian Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan,
3) Sub Bapian Umum dan Perlengkapan.
¢. Sub Dinas Perencanazn dan Program, membawahkan :
1) Scksi Percncanaan Umum;
2} Seksi Program dan Angparan;



3} Seksi Survey dan Pendataan;
4) Scksi Evaluasi dan Pelaporan.
d. Sub Dinas Perumahan dan Bangunan, membawahkan ;
1) Scksi Program dan Evaluasi;
2) Scksi Perumahan dan Dangunan baru;
3) Schsi Pemelibaraan Perumahan dan Bangunan;
4) Seksi Moniloring, Evaluasi dan Pelaporan,
e Sub Dinas Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
1) Seksi Perencanaan dan Program;
1) Scksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan;
3) Scksi Penyuluham,
I Sub Dinas Py t Perkotaan, membawahkan :
1) Scksi Tchnik don Jasa Konstruksi;
2) Secksi Penataan Koto/Kawasan;
3) Scksi Peran Serta Masyarakat dan Swasta,
g Cabang Dinas;
. Unil Pelaksann Teknis Dinas (UPTDY);
i, Kelompok Jabatan Fungsional:

=

(2). Bagan Susunan Orpanisasi Dinas Perkowan dan  Permukiman
Kabupaten Aceh Singkil schagaimana terlampir. Yang merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkah dari Qanun ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
schagian tugas Dinas,

2)  Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdusarkan sifat, jenis dan beban
kerja Dinas,

(3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsionul dilukukan scsuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 2

(1) Kepala Dinas di angkat dan diberhentikan olch Bupati.

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas d:l.ll chniu Seksi di lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan ole Dacrah Kabupaten atas
pelimpahan wewenang dori Bupati dengan memperhatikan usul dan

i enta T




BAB VIl
TATA KERIA

Pasal [0

Semua Unit Kerja di lingkangan Dinos dalam melaksanakan wpasnya

wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integmsi dan sink

(2) Kepala Dinss dalam melaksanakan wgasnya melakukan koordinasi
vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah,

Pasal 11

P

Setiap Pimpinan Unil Kerja di lingkungan Dinas  berkewajiban

memimpin bawahan masing-masing dan mensberikan bimbingan bagi

pelaksanaan (ugas bawahan,

(2)  Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala
Dinas harus jul E pegawai untuk melak kan tugas

Kepala Dinas déngan mempedomani Dafar Urat Kepangkatan dan

melaporkannya kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah Kabupaten,

(1

Pasal 12

(

Sctiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib mclaporkan pelaksanaan
tugas secara berkala kepada atssan.

Sctiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan schagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan petunjuk kepada bawakin,

Seliap laporan yang disampaikan wajib ditcmbush kepada Pejabat lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,

(2

(3

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Jenjang kepangkaian dan susunan kepegawaian Dinas diatur sestai

dengan Perundang-undangan yang berlaku,
(2) Pengalihan jenis kepegawaian di ikan denpan k ;s dang
undangan vani berlaku.
Pasal 14

Esclon Jabatas Dinas Perkolsan dan Permukiman Aceh Singkil .sebagai
berikut:

2. Kepala Dinas : Esclon [Lb
b. Kepala Bagian Tata Usaha : Eselon Lo
¢. Kepala Sub Dinas : Eselon I1l.a

d. Kepala Scksi Esclon IV.a



BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Seyala biava vang diperlukan wntuk melaksanakan kegiatan Dinas Perkotaan
dan Permukiman di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah ( APBD ) Kabupaten Acch Singkil serta sumber-sumber lain yang sah
yang tidak mengikat,

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai
Peraturan Pelaksanaannyva dan tidak bertentangan dengan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, akan dintur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor
9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Orpanisasi dan Tata Kerja
Dinas  Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Acch Singkil
dinyatakan tidak beraku lagi.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan, Agar seliap orang dapat
mengetahuinya,  memerintahkan Pengundangan  Qanun  inj dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Acch Singkil

Ditetapkin di = Singkil

Pada tangeal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/ Dto

{11 MAKMURSYAH PUTRA, §H)

gkan Dalam |embaran Daerah Kabupaten Acch Singkil
Nomor 38 Tahun 2002 Scri D Nomor 20
<ot Pada tanggal 16 Januari 2003
S AR BUPATI ACEN SINGKIL
7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

e H. RIDWAN HASAN, SH

* Pembina Utama Muda Nip, 390 009 540
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